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ABSTRACT

The protection of the civilian population is regulated in the IV Geneva
Convention, this protection includes general protection (general protection).
Russia entered into an armed conflict with Ukraine so that 6.9 million Ukrainians
fled to European countries to avoid armed conflict. Problem Formulation 1) How
is civil protection regulated in areas of armed conflict according to the IV Geneva
Convention? 2) How is the juridical study of the protection of civilians in the
Russian-Ukrainian armed conflict area reviewed from the IV Geneva
Convention? This research was conducted in a normative juridical manner. By
using primary legal materials, namely: Geneva Convention 1V of 1949, secondary
legal materials consist of books, research results, scientific papers related to
research and other literature, data are analyzed qualitatively. Based on research
1) Protection of civilians regulated in Geneva Convention IV is not the same as
"protected persons” regulated in Geneva Conventions I, Il, and 11l whose
protection is aimed at combatants or people who take part in wars/conflicts, while
protection for civilians civilians, intended for people who do not participate in
hostilities (Article 27 Geneva Convention IV 1949) 2) The Russian state carries
out attacks in military areas and strategic defense areas belonging to the
Ukrainian State and Russia does not attack or carry out attacks on Ukrainian
civilians. Because in every attack that Russia will carry out on Ukraine, Russia
always informs the Ukrainian population to leave the area where war will occur,
by showing the evacuation area for the Ukrainian population. So the Russian-
Ukrainian armed conflict in practice complies with the provisions of the 1949
Geneva Convention IV

Keywords: Protection, Civilian Population, Armed Conflict, Geneva Convention
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Wahyu Adibta®, Dwi Astuti Palupi', Ahmad iffan*
Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Bung Hatta Padang
Email: wahyuadibtaa@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa 1V, perlindungan
tersebut meliputi perlindungan umum (general protection). Rusia melakukan
konflik bersenjata dengan Ukraina sehingga 6,9 juta penduduk Ukraina
mengungsi ke negara-negara Eropa agar terhindar dari konflik bersenjata.
Rumusan Masalah 1)Bagaimanakah Pengaturan perlindungan sipil di daerah
konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa 1VV? 2)Bagaimanakah kajian yuridis
perlindungan penduduk sipil di daerah konflik bersenjata Rusia-Ukraina di tinjau
dari Konvensi Jenewa IV? Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif.
Dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu: Konvensi Jenewa IV Tahun
1949, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, makalah-
makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya, data
dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian 1)Perlindungan penduduk sipil
diatur dalam Konvensi Jenewa IV tidak sama dengan “orang yang dilindungi”
yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, 1l, dan 11l yang perlindungannya ditujukan
kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam perang/konflik, sedangkan
perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak
ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949) 2)Negara
Rusia melakukan penyerangan di wilayah militer dan wilayah strategis pertahanan
milik Negara Ukraina dan Rusia tidak menyerang ataupun melakukan
penyerangan terhadap penduduk sipil Ukraina. Karena dalam setiap penyerangan
yang akan dilakukan Rusia kepada Ukraina, Rusia selalu memberitahukan kepada
penduduk Ukraina untuk meninggalkan wilayah yang akan terjadi perang, dengan
menunjukan wilayah evakuasi untuk penduduk Ukraina. Jadi konflik bersenjata
Rusia-ukraina dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa IV
1949

Kata Kunci : Perlindungan, Penduduk Sipil, Konflik Bersenjata, Konvensi
Jenewa IV
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak penyebab perang atau konflik bersenjata, tidak hanya
penaklukan atau penaklukan, tetapi juga perang atau konflik, yang mungkin
disebabkan oleh perbedaan ideologi, politik, kepercayaan, dan banyak lainnya.
Seiring berkembangnya peradaban manusia, demikian pula cara perang atau
konflik, yang membutuhkan kendala dalam melakukan perang atau konflik.
Perang selalu membawa penderitaan besar bagi umat manusia, dan
pembantaian serta perusakan sarana dan prasarana yang mendukung
kehidupan manusia telah terjadi dari waktu ke waktu dan tidak dapat
dihindari.

Usaha-usaha untuk memanusiawikan perang sejatinya sudah sejak
lama dilakukan, dengan satu tujuan untuk mengurangi kesengsaraan dan
penderitaan yang disebabkan oleh perang, pada abad ke-19 Henry Dunant
berdasarkan pengalamannya pada pertempuran Solferino, menulis sebuah
buku yang berjudul Souvenir de Solferino, Henry Dunant mengeluarkan dua
gagasan yang pertama, untuk membentuk suatu organisasi penolong korban
perang yang menjadi cikal bakal dari Internasional Committee of the Red
Cross (ICRC) dan membentuk suatu aturan tentang perlindungan terhadap

korban perang, yang menjadi dasar terbentuknya Konvensi Jenewa 1864. dan
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2
Konvensi Jenewa 1864 ini menjadi dasar untuk Konvensi-Konvensi jenewa
selanjutnya.

Konvensi Jenewa merupakan ketentuan hukum internasional yang
penerimaannya paling luas oleh masyarakat internasional karena seluruh
dunia menjadi pihak yang terikat dalam Konvensi tersebut. Konvensi
Internasional di Jenewa merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant, telah
berlangsung beberapa kali dan disempurnakan dengan lahirnya Konvensi
Jenewa tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (International
Convention for The Protection of Victims of War). Konvensi ini secara lebih
detail terdiri dari empat bagian, yaitu:?

1. Konvensi Jenewa Tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam
Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat.

2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan
Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam.

3. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang

4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi
Jenewa 1V, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (general
protection), diatur dalam Bagian Il, berdasarkan Protokol Tambahan,
perlindungan tersebut diatur dalam Bagian 1V tentang penduduk sipil.

Bagian 1V Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan

umum (general protection against the effect of hostilities) bantuan terhadap

! Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, “Pengantar Hukum Humaniter, International
Committeeof the Red Cross”, Jakarta, him.5

2 KGPH. Haryomataram, 1994, Sekelumit tentang Hukum Humaniter, UNS Press,
Surakarta, him.94
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3
penduduk sipil (relief in favour of the civilian population) serta perlakuan
orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa
(treatment of persons in the power of a party to a conflict), termasuk di
dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak
memiliki kewarganegaraan (stateless), anak-anak, wanita dan wartawan.’

Perlindungan penduduk sipil sebagaimana yang diatur dalam Konvensi
Jenewa 1949 juga diatur dalam Protokol Tambahan | dan Il tahun 1977.
Protokol Tambahan 1977 pada prinsipnya mengatur sebagai berikut:

1. penduduk sipil memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang
ditimbulkan oleh operasi militer.

2. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan. Tindakan atau
ancaman penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror
dikalangan penduduk dilarang.

Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1977 diatas,
melarang segala tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil. Sedangkan
perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan
secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas
penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran
agama.*

Istilah hukum Humaniter Internasional atau lebih lengkapnya disebut
International Law Humanitarian Applicable in Armed Conflict ,pada awalnya

dikenal sebagai Hukum Perang (Laws of War) ,yang kemudian berkembang

¥ Media Neliti.com, 2021, Perlindungan terhadapa korban Pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) di Korea Utara Menurut Hukum Internasional, https://media.neliti.com diakses
pada Senin, 05 Oktober 2022, Pukul 23.11 WIB

* Arlina Permanasari, 1997, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, ICRC, Jakarta,
him.170
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4
menjadi hukum sengketa bersenjata (Law of Armed Conflict), yang pada
akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum Sengketa
Bersenjata (Law of Armed Conflict) sebagai pengganti dari istilah hukum
perang banyak dipakai di Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan dalam
Protokol Tambahan | dan Il. Jean Pictet mendefinisikan Hukum Humaniter
sebagai berikut :“International humanitarian law in the wide sense is
constitutional legal provision, whethter written and customary, ensuring
respect for individual and his well being "

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada
pihak—pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan
peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi
juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk
sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat
mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat
sedemikian rupa. Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan
padanannya dalam kata civilian. Dalam Black’s Law Dictionary, civilian
diartikan sebagai a person not serving in the military. Dengan kata lain warga
sipil adalah orang—orang yang ada di luar anggota militer.®

Status perlindungan hukum bagi warga sipil tersebut diatur baik dalam

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Il Konvensi IV 1949

> Ahmad Ruhardi dkk, 2022, Hukum Humaniter, Widina Bhakti Persada, Bandung, him.

® Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, 2020, “Perlindungan

Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Udayana, him. 3
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5
menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-
tindakan sebagai berikut:’

1. Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh
keterangan
2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.
5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera
Lebih lanjut, bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik
penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada
Konvensi ke-1V menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan
kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal
4 Konvensi ke-1V Jenewa 1949 yakni sebagai berikut:®
“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam
suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat
tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak
dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka”
Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal
4 Konvensi ke-1V tersebut yakni :
“Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh Konvensi tidak

dilindungi oleh Konvensi. Warga negara suatu negara netral yang tidak

" Anggie Sere Sitompul, 2014, “Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban
Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional ”.
Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, him. 4-5

8 Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, 2016. “Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi
Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan
Indonesia”. Jurnal Universitas Brawijaya. hIm. 64-66
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adadi wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai
orang-orang Yyang dilindungi, selama negara mereka mempunyai
perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa perlindungan tidak
diberikan kepada penduduk sipil suatu negara yang negaranya tidak ikut serta
(ratifikasi) dalam Konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang
memiliki perwakilan diplomatik di negara yang bersengketa.

Konflik Rusia-Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022
setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan diperbatasan Ukraina, tepatnya
di Belarus. Kekuatan Rusia yang dikirim dalam jumlah cukup besar itu
diperkirakan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan invasi ke
Ukraina, dan menjadi penyebab terjadinya eskalasi ketegangan dalam
hubungan Rusia-Ukraina, meskipun upaya diplomasi telah dilakukan dan
belum memberikan solusi. Dalam perspektif negara-negara anggota NATO,
eskalasi ketegangan yang terjadi dalam hubungan Rusia-Ukraina tidak dapat
dilepaskan dari tindakan-tindakan Rusia yang tidak hanya memicu krisis di
Ukraina sendiri, tetapi juga dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Uni
Eropa dan AS yang tergabung dalam NATO, yaitu aliansi negara-negara
Eropa, AS, dan Kanada di bidang pertahanan. Tulisan ini membahas
bagaimana sesungguhnya hubungan antara Rusia dan Ukraina serta latar
belakang meningkatnya ketegangan di antara mereka, dan bagaimana reaksi

internasional menanggapi situasi yang sedang terjadi.’

° Siti Hidriyah, 2022, Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, http:/puslit.dpr.go.id Diakses
pada Senin, 05 Oktober 2022, Pukul 23.22 WIB
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Menurut laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi
Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights (HCHR), sampai 28 Agustus 2022 penduduk sipil Ukraina yang tewas
akibat konflik militer ini sudah mencapai 5.663 orang. Sementara itu, korban
luka mencapai 8.055 orang. Pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan
PBB (OCHA) juga melaporkan, selain korban jiwa dan luka, ada sekitar 6,9
juta penduduk sipil Ukraina yang terpaksa mengungsi ke negara-negara Eropa,
serta 6,6 juta warga yang mengungsi di dalam negerinya dan Saat ini, hampir
18 juta orang kurang lebih 40 persen dari populasi negara Ukraina—
membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan situasinya diperkirakan akan
semakin memburuk pada musim dingin.*

Dari kejadian-kejadian tersebut dapat diketahui bahwa banyak korban-
korban khususnya dari penduduk sipil di Ukraina yang tewas karena
pertikaian bersenjata antara Pasukan Ukraina dengan Milisi Pro-Rusia dimana
banyak peraturan gencatan senjata yang dilanggar khususnya dalam Konvensi
Jenewa Tahun 1949 yang IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil
Diwaktu Perang. Pada kenyataan di lapangan masih banyak penduduk yang
belum dievakuasi danmenjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata itu.
Hal ini sebagai tugas dariPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu
menangani konflik di Ukraina yang belum ada titik temunya dalam
penyelesaian konflik tersebut.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keamanan yang buruk dari

10 Adi Ahdiat, 2022, Jumlah Warga Sipil Ukraina Yang Menjadi Korban Perang (24
Feberuari- 28 Agustus 2022) https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/31/6-bulan-
perang-rusia-ukraina-ribuan-warga-sipil-tewas Diakses Pada Selasa 06 Oktober 2022. Pukul 23.45
wIB
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penduduk sipil yang tinggal di pemukiman yang bukan merupakan basis
militer baik dari militer tentara Ukraina maupun dari milisi pro-Rusia yang
seharusnya dilindungi atau kalau tidak dievakuasi dari tempat lokasi medan
tempur, sehingga banyak korban meninggal dari serangan senjata berat
tersebut seperti roket, bom artileri, mortir, tank dan lain-lain. Pembentukan
kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada
orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka
dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki
anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:'*

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah
yang diperintah oleh Negara yang mengadakaannya

2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan
dengan dengan kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ

3. Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan
segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan
administrasi yang besar

4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan diwilayah-wilayah yang
menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan

Berdasarkan dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang “Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik

Bersenjata Rusia-Ukraina 2022 Ditinjau Dari Konvensi Jenewa IV”

1 Arlina Permanasari dkk, Loc.Cit. 1997, him.171-172
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B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar
belakang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil di daerah
konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa 1V?
2. Bagaimanakah kajian yuridis perlindungan penduduk sipil di Daaerah
Konflik Bersenjata di Rusia-Ukraina di Tinjau dari Konvensi Jenewa?
C. Tujuan Penelitian
Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar
belakang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan penduduk sipil di daerah
konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa 1\V?
2. Untuk menganalisis kajian yuridis perlindungan penduduk sipil di Daaerah
Konflik Bersenjata di Rusia-Ukraina di Tinjau dari Konvensi Jenewa?
D. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan
dengan inventarisasi hukum positif, terhadap asas dan doktrin hukum,
penelitian hukum in concreto.*?
2. Sumber data
Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data

sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku

12 Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta: Cetakan
Kedua, Bandung, him 54.
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yang berhubungan dengan objek-objek penelitiam. Data sekunder tersebut
meliputi:

a. Bahan Hukum Primer
1) Hukum Humaniter Internasional
2) Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang IV tentang Perlindungan
Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian,
makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan
literature lainnya.™
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi
kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.**
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui
studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dikaji.®

13 Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 106
% Suratman dan Philips Dillah, Op.Cit. him. 67
'3 1bid, him 86.
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4. Analisa Data
Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan
dasar  pengetahuan  umum, meneliti  dengan  menghubungkan

permasalahan.®

16 Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Persada, Jakarta, him.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Perlindungan Penduduk Sipil
1. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat
terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap
orang-orang sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak
yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan
dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Hukum humaniter juga telah
mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi
IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den
Haag. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan
secara sungguh-sungguh. Menurut M. Gaussyah, bahwa untuk
mewujudkan cita-cita melindungi segenap bangsa dan seluruh warga
negara, maka harus diadakan lembaga/alat yang bertugas melindungi
penduduk, yaitu alat negara atau lembaga Kepolisian sebagai penegak
hukum yang bertanggungjawab penuh bagi keamanan.*’

Perkembangan teknik persenjataan modern dewasa ini
mengakibatkan bertambah sukarnya usaha untuk mencegah penduduk sipil
turut menjadi korban serangan musuh. Kenyataan bahwa perang modern
merupakan perang yang total, mengakibatkan perlindungan yang diberikan

oleh hukum perang tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar

Y7 'M. Gaussyah, 2003, “Makna dan Implikasi Kedudukan Polisi Sebagai Alat Negara
dalam Kerangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Dalam Masyarakat”, Jurnal limu Hukum
Kanun Vol. X111 No. 35 April 2003, FH UNSYIAH, Aceh, him. 63.
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perang jelas tidak memadai lagi dewasa ini. Penduduk sipil membutuhkan
perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan
belaka, yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung
dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara
tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu
kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu orang sipil/penduduk
sipil harus bersikap netral atau tidak boleh ikut serta dalam konflik
bersenjata. Dalam kenyataannya dijumpai orang sipil yang dilibatkannya.
Untuk itu perlu dipikirkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.
Kombatan berhak secara aktif turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke
tangan musuh, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Di
samping itu orang sipil tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan
dan karena itu berhakmendapat perlindungan.®

Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949
menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka
yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan
dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam
sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang
sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu
diperlukan perlindungan, Pemerintah atau negara wajib melakukan
penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi
korban dari pelanggaran hukum humaniter, Dalam rangka melindungi hak

asasi orang-orang dalam berbagai situasi, instrumen yuridis menjadi suatu

'8 Sophia Listriani, “Tanggung Jawab Komandan Atas Pe- langgaran Hukum Humaniter
Dalam Suatu Sengketa Bersenjata Non Internasional”, Jurnal llmiah Mondial lImu-llmu Sosial
dan Kemasyarakatan VVol. 9 No. 16 Juli-Desember 2007, UNSYIAH Aceh, him. 121.
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hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam
melaksanakan perlindungan hak- hak setiap orang.*®

Sebetulnya para pelaku dapat dikategorikan telah melakukan
pelanggaran hukum humaniter dan HAM, maka mereka dapat dituntut
telah melakukan kejahatan Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat
mendasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 yang
menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan
tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum
internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa
yang beradab.?

Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip
kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan
bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan
atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang
terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan
yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh
kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang
seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi
kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut. Sebenarnya, semua
konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan

mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan

Y M. Ya’cup A. Kadir, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Hukum
Nasional”, Jurnal llmu Hukum Kanun Vol. XIX No. 48 Desember 2009, FH UNSYIAH Aceh,
him. 486

20 Bhatara Ibnu Reza, “Analisis Terhadap Kejahatan Perang di Aceh (Kasus Penyilangan
Rumah Warga”, Jurnal Hukum Humaniter, VVol. 1 No. 2 April 2006, him. 265
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masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya.?

Ketentuan Pasal 3 common article sebagai ketentuan minimal,
telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi
bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang
terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi hukum humaniter, apalagi
terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus
dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling
banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil.

2. Kedudukan Penduduk Sipil dalam Daerah Konflik Bersenjata

Istilah hukum humaniter merupakan istilah baru yang mulai
dikenal di Indonesia pada akhir tahun 70-an sehingga tidaklah
mengherankan apabila masih banyak orang belum mengetahuinya. Istilah
hukum humaniter atau lengkapnya disebut internasional humanitarian law
applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (law of
war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata
(law of armed conflict). Hal ini dilakukan untuk menghindari trauma
terhadap kekejaman perang sehingga diganti dengan kata sengketa
bersenjata (armed conflict). Dan akhirnya sekarang ini kita menyebutnya
dengan istilah hukum humaniter.

Orang-orang dalam hal ini adalah berbeda dengan yang tersebut di
atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka
berada di daerah konflik. Oleh karena itu “orang yang dilindungi” yang

dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata

! Muhammad Nur Islami, “Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara
Republik Indonesia”, Jurnal Media Hukum Vol. 18 No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY
Yogyakarta, him. 174
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menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat
manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak
meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum
humaniter bertujuan, pertama, melindungi fisik dan mental, baik pihak
kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
kedua, menjaminhak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan
musuh; ketiga, memungkinkan di kembalikannya perdamaian; dan
keempat, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.?

Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-
orang dalam daerah konflik dan membatasi kekuasan pihak yang
berperang guna tidak melakukan tindakan yang diluar batas
kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan itu para pihak tidak melakukan
kekejaman atau kekerasan, karena dalam konflik bersenjata berbagai
perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan lawan. Dalam konflik, tujuan
utama biasanya bergeser menjadi upaya menghancurkan lawan. Seringkali
dalam konflik antar perorangan yang sebab utama dari terjadinya konflik
adalah karena merasa terhina oleh pihak lawan. Untuk itu, maka orang-
orang tersebut harus merendahkan martabat atau menghancurkan pihak
lawan sebagai upaya mengembalikan martabat dan derajat yang telah
terhina Secara umum pihak lawan berusaha menghancurkan musuh,

namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter terhadap siapa yang

22 M. Gaussyah, “Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang
Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan”, Jurnal llmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42
Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh,him. 202
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dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk sipil yang tidak
bersalah. %

Perlindungan terhadap penduduk sipilyang diatur dalam Konvensi
Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang
diatur dalam Konvensi Jenewa I, I, dan Il yang perlindungannya
ditujukan kepadakombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan,
sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-
orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi
Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang
melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut.

a. Memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh
keterangan;

b. Menimbulkan penderitaan jasmani;

c. Menjatuhkan hukuman kolektif;

d. Mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan;

e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan

f. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera

Sesungguhnya larangan tersebut sangat penting dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang bertempur, baik dalam konflik bersenjata internasional
dan non internasional. Masalah pelaksanaannya dalam konflik bersenjata
non internasional sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan
pihak yang bertikai. Padahal korban konflik bersenjata non internasional

dewasa ini mencapai 80% dari korban sengketa yang ada. Selain itu

2 Teguh Sulista, 2007, “Pengaturan Perang dan Konflik Bersen- jata Dalam Hukum
Humaniter Internasional”, Jurnal Hukum Internasional Vol. 4 No. 3 April 2007, Fakultas Hukum
UNPAD Bandung, him. 535
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ditingkatkan perlindungan terhadap orang-orang dari tindakan kekerasan,
pelecehan atau martabat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Suhaidi,
yaitu masyarakat internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan
terhadap martabat manusia melalui instrumen internasional.?*

B. Tinjauan tentang Hukum Humaniter Internasional
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Istilah hukum humaniter merupakan suatu istilah yang masih relatif
baru di Indonesia, dan kemungkinan hanya sebagian kecil dari masyarakat
di Indonesia yang mengetahui apa itu hukum humaniter. Bahkan
kebanyakan dari para ahli hukum juga belum mengetahui apa yang
dimaksud dengan hukum humaniter. Istilah hukum humaniter atau
lengkapnya disebut international humanitarian law applicable in armed
conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian
berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict).
Hal ini dilakukan untuk menghindari trauma terhadap kekejaman perang
(war) sehingga diganti dengan kata sengketa bersenjata (armed conflict).
Dan akhirnya sekarang ini kita menyebutnya dengan istilah hukum
humaniter.

Meskipun istilah  hukum humaniter internasional pernah
mengalamiperubahan, tetapi tetap mempunyai inti dan tujuan yang sama,
yaitu mengatur tentang tata cara berperang serta perlindungan terhadap

berbagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

2% Suhaidi, “Analisis Yuridis tentang Perdagangan Orang Di Indonesia”, Jurnal Hukum
Mizan Vol. 1 No. 1 Agustus 2011, PPS MIH-UNPAB Medan, him. 106
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Adapun beberapa pengertian Hukum Humaniter yaitu:*

a. Menurut Jean Pictet
International humanitarian law in the wide sense is constitusional
legal provition, whether written or customary, ensuring respect and
individual and his well being

b. Menurut Geza Herzegh
Part of the rules of publik international law which serve as the
protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside
the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly
distinguish from these its purpose and spirit being different

¢. Menurut Mochtar Kusumaatmadja
Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan
korban perlindungan, berlainan dengan hukum perang yang mengatur
perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara
melakukanperang itu sendiri

d. Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan
Perundang-undangan
Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan
internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum
perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin
penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang

e. International Committee Of The Red Cross (ICRC)
Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan  hukum

internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun

2 Arlina Permanasari, Op.Cit. him. 9-12
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kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah
kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata
internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi,
atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam
pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam
melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian
bersenjata

f. Esbjorn Rosenbland
Hukum Humaniter mengadakan pembedaan antara the law of armed
conflict , yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya
pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian
dengan negara netral. Sedangkan law of warfare ini antara lain
mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, perlidungan
yang sakit, kombatan dan orang sipil
Dengan demikian Hukum Humaniter Internasional adalah suatu
aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena
adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian
internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta
perlindungan terhadap korban perang baik konfik bersenjata yang bersifat
internasional ataupun non internasional.
Sumber-Sumber Humaniter Internasional
Hukum Humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian
internasional, biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk,
seperti Konvensi, protokol, deklarasi dan sebagainya. Mengingat banyak

perjanjian-perjanjian tersebut, maka yang akan dikemukakan disini
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adalah sumber utama. Sumber utama hukum humaniter adalah sebagai
berikut:?°
a. Konvensi-Konvensi Denhaaq

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang
mengatur mengenai cara atau alat berperang. Membicarakan Hukum
Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil konferensi
Perdamaian | yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi
Pedamaian Il yang diadakan pada tahun 1907.
1) Konvensi Den Haag 1899
Konvensi-Konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil
Konferensi Perdamaian | di Den Haag (18 Mei- 29 Juli
1899).Konferensi ini merupakan prakarsa Tsar Nicolas Il dari Rusia
yang berusaha mengulangi usaha pendahulunya Tsar Alexander |
yang menemui kegagalan dalam mewujudkan suatu Konferensi
Internasional di Brussel pada tahun 1874. Ide fundamental untuk
menghidupkan lagi Konferensi Internasional yang gagal itu adalah
Rencana Konsepsi Persekutuan Suci (Holy Alliance) tanggal 26
September 1815 antara Austria, Prussia dan Russia. Seperti diketahui
bahwa Quadruple Alliance yang ditandatangani oleh Austria, Prussia
dan Inggris tanggal 20 November 1815 merupakan kelanjutan dari
Kongres Wina September 1814-Juni 1815 untuk mengevaluasi
kembali keadaan di Eropa setelah Napoleon Bonaparte dikalahkan di

Waterloo pada tanggal 18 Juni 1815. Untuk melaksanakan kehendak

%6 KGPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso, 2005, Pengantar Hukum
Humaniter, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 18
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Tsar Nicolas Il itu maka pada tahun 1898 menteri Luar Negeri

Russia Count Mouravieff mengedarkan surat kepada semua kepala

Perwakilan negara-negara yang diakreditir di St. Petersburg berupa

ajakan Tsar untuk berusaha mempertahankan perdamaian dunia dan

menguragi persenjataan.

Konferensi yang dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 itu
berlangsung selama 2 bulan menghasilkan tiga Konvensi dan tiga
deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Adapun tiga Konvensi yang
dihasilkan adalah:

a) Konvensi | tentang Penyelesaian Damai Persengketaan
Internasional

b) Konvensi Il tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

c) Konvensi Ill tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa
tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai
berikut:

a) Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru
yang bungkusnya tidak sempurna menutupi bagian dalam
sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

b) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari
balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905
juga dilarang.

c) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas

cekik dan beracun dilarang
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2) Konvensi Den Haag 1907

Konferensi perdamaian yang kedua diadakan pada tahun
1907. Konferensi ini secara umum gagal dan hanya
menghasilkan beberapa keputusan. Namun, bertemunya negara-
negara besar dalam konferensi ini menjadi model bagi upaya-
upaya kerja sama internasional yang dilakukan di kemudian hari
di abad ke-20. Konferensi yang kedua ini sebenarnya telah
diserukan akan diadakan pada tahun 1904, atas saran Presiden
Theodore Roosevelt, tetapi ditunda karena terjadinya perang
antara Rusia dan Jepang. Konferensi Perdamaian Kedua tersebut
kemudian diadakan dari tanggal 15 Juni-18 Oktober 1907 untuk
memperluas isi Konvensi Den Haag yang semula, dengan
mengubah beberapa bagian dan menambahkan sejumlah bagian
lain, dengan fokus yang lebih besar pada perang laut. Pihak
Inggris mencoba meggolkan ketentuan mengenai pembatasan
persenjataan, tetapi usaha ini digagalkan oleh sejumlah negara
lain, dengan dipimpin oleh Jerman, karena Jerman khawatir
bahwa itu merupakan usaha Inggris untuk menghentikan
pertumbuhan armada Jerman. Jerman juga menolak usulan
tentang arbitrase wajib. Namun, konferensi tersebut berhasil
memperbesar mekanisme untuk arbitrase sukarela dan
menetapkan sejumlah Konvensi yang mengaturpenagihan utang,

aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral.
Perjanjian Final ditandatangani pada tanggal 18 Oktober

1907 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1910. Perjanjian
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ini terdiri dari tiga belas seksi, yang dua belas di antaranya

diratifikasi dan berlaku:

a)
b)

9)
h)

)

K)

I-Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
Il-Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan
Utang Kontrak

I11-Pembukaan Permusuhan

IV-Hukum dan Kebiasaan Perang Darat

V-Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bilamana
Terjadi Perang Darat

VI-Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan
VII-Konvensi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang
VI111-Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis
IX-Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di MasaPerang
X-Penyusunan Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap
Perang Laut

Xl-Pembatasan Tertentu Menyangkut Pelaksanaan Hak
Menangkap dalam Perang Laut

XlI-Pendirian  Pengadilan ~ Hadiah Internasional (tidak

diratifikasi)

m) XIlI-Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut

Protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag meskipun

tidak dirundingkan di Den Haag, Protokol Jenewa untuk

Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi

tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925

dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara

UNIVERSITAS BUNG HATTA



25
permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia
dan cara perang biologi. Protokol yang hanya mempunyai satu
seksi ini berjudul “Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas
Pencekik, Gas Beracun, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas
Penggunaan Cara-cara Berperang dengan Bakteri” (Protocol for
the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or
Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare).

Protokol ini disusun karena semakin meningkatnya
kegusaran  publik  terhadap perang kimia  menyusul
dipergunakannya gas mustard dan agen-agen serupa dalam
Perang Dunia | dan karena adanya kekhawatiran bahwa senjata
kimia dan senjata biologi bisa menimbulkan konsekuensi-
konsekuensi mengerikan dalamperang di kemudian hari.Hingga
hari ini, protokol tersebut telah diperluas dengan Konvensi
Senjata Biologi (Biological Weapons Conventio) 1972 dan
Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention)
1993)%’

b. Konvensi Jenewa 1949
Konvensi-Konvensi  Jenewa meliputi empat perjanjian
(treaties) dan tiga protocol tambahan yang menetapkan standar dalam
hukum internasional (International Law) mengenai perlakuan
kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam
bentuk tunggal, mengecu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang

merupakan hasil perundingan yang dilakukan seusai Perang Dunia II.

2" |bid, him. 18
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Persetujuan-persetujuan  tersebut berupa diperbaharuinya
ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada dan

diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949

tersebut ekstensif, vyaitu berisi Pasal-Pasal yang menetapkan

perlindungan bagi korban luka, dan Pasal-Pasal yang menyikapi

masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di

sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah

diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 194 negara.
Konvensi-Konvensi  Jenewa tidak berkenaan dengan

penggunaan senjata perang, karena permasalahan tersebut dicakup

oleh Konvensi-Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Protokol

Jenewa.Hokum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan

korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian

tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing
adalah:

1) Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), mengenai
Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka
dan Sakit di Darat, 1864 (Geneva Convention for the Amelioration
of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field)

2) Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai
Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka,
Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (Geneva Convention for the
Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and

Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea)
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3) Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai
Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (Geneva Convention Relative to
the Treatment of Prisoners of War)

4) Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention),
mengenai  Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949
(Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons
in Time of War)

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977

ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut

dengan:®

1) Protocol Additional to the Jeneva Convention of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflict (Protocol 1); dan

2) Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and Relating to the Protection of Victims of Non International
Armed Conflicts (Protocol I1).

Setelah mengetahui tentang sumber-sumber hukum yang dapat
dipergunakan dalam hukum humaniter, maka apabila pada suatu kasus
tidak terdapat sumber hukum yang dapat dijadikan acuan, maka
menurut hukum humaniter, hal itu dapat mengacu kepada sumber
hukum lainnya, yaitu prinsip-prinsip hukum internasional, prinsip

kemanusiaan dan dictates of public conscience.

28 |bid, hlm 48-50
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3. Tujuan Hukum Humaniter

Ada beberapa tujuan dari hukum humaniter, yaitu:*

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk
sipildar penderitaan yang tidak perlu.

2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka
yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh
harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai
tawanan perang.

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.
Disini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

Menurut KGPH. Haryomataram dalam bukunya, tujuan utama Hukum

Humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada

mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara

nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak
turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil = civilian population).*

Secara singkat, Hukum Humaniter Internasional diciptakan dengan tujuan

untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan

dalam pertikaian bersenjata.*!

Sedangkan yang tercantum dalam U.S Army Field Manual of the Lawof

Landwarfare disebutkan bahwa tujuan dari hukum perang adalah:*

a. Melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan

yang tidak perlu.

29 Arlina Permanasari dkk, Loc.Cit, him 12

% KGPH.Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso (2005), Op.Cit, him. 3.

3 Fadillah Agus, Hukum Humaniter Suatu Perspektif (Jakarta: Pusat Studi Hukum
Humaniter Fakultas Hukum TRISAKTI, 1997), him. 84-85

% Haryomataram, 1984, Hukum Humaniter, CV Rajawali, Jakarta, him. 3
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b. Menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh

c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian

d. Membatasi kekuasaan pihak berperang

Jadi tujuan dari hukum humaniter adalah untuk memberikan

perlindungan kepada korban perang, menjamin akan perlindungan hak

asasi

manusia dan mencegah dilakukannya perang Yyang tidak

berperikemanusiaan

Asas dan Prinsip Hukum Humaniter

1) Asas-Asas Hukum Humaniter

Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama,yaitu:

a)

b)

Asas Kepentingan Militer

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan
menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi
tercapainya tujuan dan keberhasilan perang

Asas Perikemanusiaan

Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan
untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang
untuk menggunakan kekerasan yang dapatmenimbulkan luka yang
berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu

Asas Kesatriaan

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus
diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai

macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang
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Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan
secara seimbang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kunz:*

“Law of war to be accepted and to be applied in practice, must strike the
correct balance on the one hand the principle of humanity and chivalry,
and the other hand, military.”

Dalam situasi perang atau konflik bersenjata, para pihak
diperbolehkan untuk menggunakan strategi apapun dalam mencapai
tujuannya demi tercapainya kemenangan bagi pihaknya. Tetapi para pihak
harus tetap memperhatikan berbagai asas yang terdapat dalam hukum
humaniter internasional, yang antara lain adalah asas perikemanusiaan
dan asas kesatriaan, sehingga perang atau konflik bersenjata tetap
memperhatian aspek-aspek kemanusiaan
2) Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:**
a) Kemanusiaan (Humanity)

Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat

kekerasan (violence) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan

perang.
b) Kepentingan (Necessity)

Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak

yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk

menaklukan musuh berperang untuk menentukan kekuatan yang

diperlukan untuk menaklukan musuh dalam waktu yang sesingkat-

% Arlina Permanasari dkk, Op.Cit.him 32
3 Ambarwati dkk.,2009, Hukum Humaniter Internasional, PT Raja Grafindo Persada,
Depok, him. 41-42
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singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan
korban yang sekecil-kecilnya.

Proporsional (Proportionality)

Ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan
korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak
berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (the unncessary suffering
principles)

Pembedaan (Distinction)

Merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter
Internasional, Prinsip ini membedakan antara penduduk dari suatu
negara yang sedang berperang dalam dua golongan yaitu antara
Kombatan (Combatan) dan Penduduk Sipil (Civilian)

Prohibition of Causing Unnecessary Suffering (Prinsip HHI
Tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak
Seharusnya)

Pemisahan Antara lus Ad Bellum dengan lus In Bello

Dalam prinsip ini hukum yang diterapkan dalam kondisi sengketa
bersenjata atau ius in bello tidak dipengaruhi oleh hukum tentang
keabsahan tindakan perang atau ius ad bellum. Menurut ketentuan
ini para pihak yang terlibat di medan pertempuran terikat oleh
hukum humaniter sehingga tidak boleh berdalih tindakan yang
dilakukan selama perang dijadikan alasan untuk melanggar hukum

yang berlaku pada masa perang tersebut.
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C. Tinjauan tentang Sejarah Konflik Rusia dan Ukraina
Pada tahun 2014, Rusia menyerbu dan menganeksasi Krimea, dan
separatis yang didukung oleh Rusia menyita sebagian wilayah Donbas di
Ukraina tenggara, yang terdiri atas Oblast Luhansk dan Oblast Donetsk, yang
memicu perang regional. Pada tahun 2021, Rusia memulai penumpukan
militer skala besar pada batas Rusia-Ukraina, berjumlah 190.000 pasukan dan
perlengkapannya. Dalam pidato televisi sebelum invasi, Vladimir Putin,
presiden Rusia, mengekspresikan pandangan iredentisme  Rusia,
mempertanyakan hak kedaulatan Ukraina dan mengklaim secara salah!®”
bahwa Ukraina didominasi oleh orang neo-Nazisme yang menyiksa orang
Rusia di Ukraina. Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Donetsk
dan Republik Lugansk, berupa dua negara statelet yang-diproklamasikan-
secara-sepihak yang dikuasai oleh pasukan separatis pro-Rusia di Donbas.
Keesokan harinya, Dewan Federasi Rusia mengizinkan penggunaan kekuatan
militer di luar perbatasan Rusia, dan Rusia mengirimkan pasukan ke dua
wilayah tersebut.
Invasi dimulai pada pagi hari (5:00 Waktu Eropa Timur, 10:00 WIB)
24 Februari 2022, ketika Putin mengumumkan "operasi militer khusus" untuk
"demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina. Beberapa menit kemudian, serangan
rudal dan udara dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kyiv, yang
kemudian disertai invasi darat skala besar dari berbagai arah. Zelensky
memberlakukan darurat militer dan melakukan mobilisasi umum semua
penduduk laki-laki Ukraina usia 18-60, yang tidak diperbolehkan untuk
meninggalkan negara. Mula-mula, Rusia melancarkan serangan melalui front

utara dari Belarus ke Kyiv, front barat laut menuju Kharkiv, front selatan dari
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Krimea, dan front tenggara dari kota Luhansk dan Donetsk. Pada Maret 2022,
serangan Rusia ke Kyiv terhenti, karena banyak prajurit tewas dan perlawanan
oleh Ukraina yang kuat, pasukan Rusia mundur dari Oblast Kyiv pada 3 April
2022. Pada 19 April, Rusia kembali meluncurkan serangan pada garis depan
sepanjang 500-kilometer (300 mil) dari Kharkiv sampai Donetsk dan Luhansk,
dengan serangan rudal pada Kyiv di bagian utara dan Lviv di bagian barat
secara bersamaan.

Invasi tersebut mendapat banyak kritik internasional. Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang mengkritik invasi
dan menuntut pemunduran penuh pasukan Rusia. Mahkamah Internasional
memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi-operasi militer dan Majelis
Eropa mengeluarkan Rusia. Banyak negara menetapkan sanksi terhadap
Rusia, yang mempengaruhi ekonomi Rusia dan dunia, dan memberi bantuan
kemanusiaan dan militer ke Ukraina. Protes secara global terjadi untuk
menentang invasi, sementara protes anti-perang di Rusia disambut dengan
penangkapan massal dan penyensoran media, termasuk pelarangan kata
"perang" dan "invasi" Mahkamah Pidana Internasional membuka investigasi
kejahatan kemanusiaan di Ukraina sejak 2013, dan kejahatan perang dalam

invasi.*®

% Abbruzzese, Jason, 2022. "Putin says he is fighting a resurgence of Nazism. That's not
true” [Putin mengatakan bahwa dia sedang memerangi kebangkitan Nazisme. Ini tidak benar.
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/blog/russia-ukraine-conflict-live-updates-
n1289655/ncrd1289673 Diakses Pada diakses pada Jum’at, 07 Oktober 2022, Pukul 15.33 WIB
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BAB IlI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik
Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa IV
Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua,
yaitu konflik bersenjata internasional (international armed conflict) dan
konflik bersenjata non internasional (non international armed conflict).
Pengertian konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua
negara atau lebih. Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu
konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga
negara yang memberontak. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa
yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak- pihak yang
bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak
saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.*
Dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Orang-Orang
Sipil dalam Waktu Perang 12 Agustus 1949 menyebutkan bahwa:
“Persons protected by the convention are those who, in an armed conflict
or event of occupation, are at a certain moment and in any way in the
hands of a Party to the conflict or an Occupying Power, which is not their
country.
Citizens of a State that are not bound by the Convention are not protected
by the Convention. Nationals of a neutral State on the territory of a
belligerent State, as well as nationals of a State participating in the war,
shall not be considered protected persons, so long as their State has
ordinary diplomatic representation in the country in whose hands they are
located.

However, as determined in article 13, the provisions of Part Il have a
wider scope.

% Adwani, 2012, “Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik
Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1,
him. 98
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Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces on the Ground
Battlefield, of 12 August 1949, or by the Geneva Convention for the
Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked
Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949, shall not be regarded
as protected persons within the meaning of this Convention .

Yang terjemahannya yaitu:

“Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam
suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat
tertentu dan dengan cara bagaimanapaun juga, ada dalam tangan suatu
Pihak dalam eprtikaian atau Kekuasaan Pendudukan, yang bukan negara
mereka.

Warganegara suatu Negara yang tidak terikat oleh Konvensi tidak
dilindungi oleh Konvensi. Warganegara suatu Negara netral yang ada di
wilayah suatu Negara yang berperang, serta warganegara dari suatu
Negara yang turut berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang
yang dilindungi, selama Negara mereka mempunyai perwakilan
diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.

Akan tetapi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13, ketentuan-ketentuan
Bagian Il mempunyai lingkungan berlaku yang lebih luas.

Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan
Keadaan Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan
Pertempuran Darat, tertanggal 12 Agustus 1949, atau oleh Konvensi
Jenewa untutk Perbaikan Keadaan Anggota-Anggota Angkatan Perang di
Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam tertanggal 12 Agustus 1949,
tidak akan dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti
Konvensi ini

Hukum Humaniter Internasional (HHI) diciptakan khusus untuk

melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non kombatan dalam

konflik bersenjata. Pada dasarnya, orang yang terutama terlibat dalamsuatu

konflik bersenjata adalah kombatan. Di samping itu terdapat orang yang tidak

terlibat dalam konflik bersenjata, sehingga dibutuhkan suatu perlindungan

bagi keselamatannya. Orang-orang yang dijamin perlindungan dalam konflik

bersenjata adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik tersebut,

termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata karena luka,

sakit dan sebab lainnya. Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang
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dilindungi termasuk kombatan. Kombatan yang telah berstatus hors de combat
harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh
ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang.

Seseorang yang berstatus sebagai kombatan, mendapatkan perlakuan
sebagai tawanan perang, apabila sudah tidak mampu lagi bertempur (hors de
combat) dan jatuh ke tangan musuh. Namun ada pula sekelompok penduduk
sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, apabila jatuh ke tangan
musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini
terdapat dalam ketentuan Pasal 4 A Konvensi 111, seperti wartawan perang.*’

Perlindungan ini merupakan perlindungan dalam konflik senjata
internasional, sedangkan dalam konflik non internasional bila Pemerintah
tidak memberlakukan hukum humaniter, maka bagi para petempur, baik
petempur pemerintah atau petempur pemberontak yang jatuh ke tangan
musuhnya harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hukum
nasional.®

Keberadaan orang-orang sipil atau penduduk sipil dalam daerahkonflik
bersenjata orang-orang dalam hal ini adalah berbeda dengan yang tersebut di
atas, meskipun orang-orang ini tidak terlibat dalam konflik, tetapi mereka
berada di daerah konflik. Oleh karena itu “orang yang dilindungi” yang
dimaksudkan dalam hal ini adalah penduduk sipil. Konflik bersenjata
menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di
sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan

korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter

3" Aryuni Yulianti Ningsih, 2008, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut
Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, No. 3, him 21
% Ibid. him 99
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bertujuan, pertama, melindungi fisik dan mental, baik pihakkombatan maupun
penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; kedua, menjamin hak-hak
asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; ketiga, memungkinkan
dikembalikannya perdamaian; dan keempat, membatasi kekuasaan pihak yang
berperang.*

Pengaturan hukum humaniter untuk menjamin hak-hak orang-orang
dalam daerah konflik dan membatasi kekuasan pihak yang berperang guna
tidak melakukan tindakan yang diluar batas kemanusiaan. Dengan adanya
pengaturan itu para pihak tidak melakukan kekejaman atau kekerasan, karena
dalam konflik bersenjata berbagai perbuatan dapat terjadi dalam mengalahkan
lawan. Dalam konflik, tujuan utama biasanya bergeser menjadi upaya
menghancurkan lawan. Seringkali dalam konflik antar perorangan yang
sebab utama dari terjadinya konflik adalah karena merasa terhina oleh pihak
lawan. Untuk itu, maka orang-orang tersebut harus merendahkan martabat
atau menghancurkan pihak lawan sebagai upayamengembalikan martabat dan
derajat yang telah terhina. Secara umum pihak lawan berusaha
menghancurkan musuh, namun harus mengikuti ketentuan hukum humaniter
terhadap siapa yang dapat dihancurkan tetapi tidak boleh terhadap penduduk
sipil yang tidak bersalah.

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi
Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur
dalam Konvensi Jenewa I, 1l, dan Il yang perlindungannya ditujukan kepada

kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan

¥ Teguh Sulista, 2007, “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum
Humaniter Internasional”. Jurnal Hukum Internasional, VVol. 4, No. 3 April, him. 535
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perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak
ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). “°

Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan
tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, memaksa, baik jasmani atau pun
rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan
jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan
intimidasi, terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap
penduduk sipil; dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai
sandera. Sesungguhnya larangan tersebut sangat penting dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang bertempur, baik dalam konflik bersenjata internasional dan
non internasional.

Masalah pelaksanaannya dalam konflik bersenjata non internasional
sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan pihak yang bertikai.
Padahal korban konflik bersenjata non internasional dewasa ini mencapai
80% dari korban sengketa yang ada. Selain itu ditingkatkan perlindungan
terhadap orang-orang dari tindakan kekerasan, pelecehan atau martabat
manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Suhaidi, yaitu masyarakat internasional
terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia
melalui instrumen internasional.**

Berkenaan dengan korban konflik bersenjata non internasional,
Protokol 11 1977 membedakan antara perlindungan umum dan perlindungan

Khusus, seperti tersebut di atas. Perlindungan umum adalah semua orang

0 Nadia Nurani Isfarin, Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib
Ditinjau Dari Konvensi Genewa Il Tahun 1949, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, him. 35

- Adwani, 2008, Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional,
Jurnal IImu Hukum Kanun, Vol. XVIII No. 43, FH Unsyiah Aceh, him. 21
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yang berhak atas penghormatan pribadi, martabat dan keyakinan
agamanya, berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari
tindakantindakan kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesejahteraan.
Sedangkan perlindungan khusus diberikan, seperti kepada anak-anakdiberikan
bantuan perawatan, pendidikan, penyatuan kembali ke keluarganya, dan
pencegahan  pengikutsertaan  dalam angkatan bersenjata.**  Konsep
perlindungan warga sipil di negara konflik memiliki pembedaan antara
kombatan dengan orang-orang sipil dalam konflik bersenjata (prinsip
pembedaan) yaitu dimana hukum humaniter bertujuan memberikan
perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang
menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalampermusuhan
(kombatan) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk
sipil.

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah
prinsip pembedaan yaitu membedakan antara kombatan dengan penduduk
sipil. Pembedaan ini perlu diadakan, untuk mengetahui siapa yangdapat/boleh
dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain,
adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut
dalam permusuhan, sehingga dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus
dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.

Prinsip pembedaan berguna untuk menghormati dan melindungi
penduduk sipil. Di samping itu untuk tidak menyerang objek-objek sipil,
seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan instalasi listrik. Tujuanprinsip

pembedaan adalah untuk melindungi orang sipil. Adapun kewajiban kombatan

2 Adwani, Op. Cit., him. 99-100
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untuk membedakan dirinya dari orang sipil dan identifikasi kombatan sebagai
orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran. Selanjutnya tujuan prinsip
pembedaan untuk melindungi semua peserta perang dan penduduk sipil.
Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan hak-hak dari pihak yang
terlibat pertikaian.

Hal tersebut diperlukan untuk tidak terjadi pelanggaran hak-hak
penduduk atau orang-orang sipil. Menurut Idris, ketentuan Pasal 85 Ayat (3)
Protokol Tambahan 1/1977 menyatakan tentang perbuatan yang menyebabkan
kematian meru pakan pelanggaran HAM berat, antara lain yaitu tindakan yang
dilakukan terhadap penduduk sipil atau orang sipil yang dijadikan objek
sasaran serangan dan melancarkan serangan tanpa membedakan objeknya
yang menyebabkan penduduk sipil mengalami kerugian hidup berlebihan.*

Mereka yang luka, sakit dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek
kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan
pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang- orang
yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang
karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam Pasal- Pasal
bersamaan dalam Konvensi I, Il dan 111 yaitu Pasal 13 dalam Konvensil dan 11
dan Pasal 4 dalam Konvensi Ill dari Konvensi Jenewa 1949. Adapun konsep
perlindungan bagi orang-orang yang ada di dalam sebuah konflik bersenjata

terbagi 2 (dua) jenis perlindungan, yakni sebagai berikut:**

*3 |dris Rizal, 2008, Perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata, E-
Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, him. 28

* Charinda, Donna Exsanti. 2018. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 IV Tentang
Perlindungan Sipil dalam Sengketa Wilayah Khasmir 2010-2014. Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Lampung, Lampung, him 9

UNIVERSITAS BUNG HATTA



41
1. Perlindungan Terhadap Orang-Orang (Kombatan) Yang Terlibat Dalam
Konflik Bersenjata
Sebagaimana diketahui Kombatan atau anggota angkatan
bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik
bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi
korban. Namun demikian berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka
harus tetap dilindungi secara manusiawi, sehingga mereka yang luka, sakit
dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa
atau dibunuh. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang
dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam
sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit
dan tertawan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal bersamaan dalam

Konvensi I, Il dan Il yaitu Pasal 13 dalam Konvensi | dan 1l dan Pasal 4

dalam Konvensi 111 dari Konvensi Jenewa 1949.

Berdasarkan hal tersebut, orang-orang yang dilindungi menurut

Pasal-Pasal yang bersamaan dalam ketiga Konvensi Jenewa adalah:

a. pertama, anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam
sengketa begitu pula anggota milisi atau barisan sukarela; kedua,
anggota-anggota milisi lainnya serta anggotaanggota dari barisan
sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, asal
saja milisi atau barisan sukarela demikian, termasuk gerakan
perlawanan yang diorganisir memenuhi syarat-syarat berikut: dipimpin
oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya; mempunyai

tanda pengenai tetap yang dapat dikenal dari jauh; membawa senjata
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secara terang-terangan; dan melakukan operasi-operasi mereka sesuai
dengan hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

. anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk pada suatu
pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan;
orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata tanpa dengan
sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota
sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, anggota kesatuan
kerja atau dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan
bersenjata, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan
bersenjata yang mereka sertai;

. anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut,
taruna dan awak-awak pesawat terbang sipil dari pihakpihak dalam
sengketa; dan keenam, levee en maase, yaitu penduduk wilayah yang
belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri
dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang
menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-
kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka memikul senjata
secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan-
kebiasaan perang.

Orang-orang seperti tersebut di atas harus dilindungi oleh pihak-

pihak yang bertikai, bilamana orang-orang tersebut luka-luka, sakit atau

tertawan oleh pihak musuh. Konvensi Jenewa menetapkan kewajiban-

kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk memperlakukan orang-orang

dari pihak lawannya secara manusiawi dengan tidak melakukan berbagai

tindakan kekerasan,seperti penganianyaan, penyiksaan dan pembunuhan.
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Sebenarnya Hukum Humaniter adalah membatasi kekuasaan para
petempur dalam melaksanakan berbagai tindakannya dari tindakan yang
sewenang-wenang. Namun segala tindakan yang dilakukan dalam konflik
bersenjata harus mengikuti batasan-batasan yang ditetapkan guna
melindungi hak-hak hidup manusia (HAM). Dewasa ini kemajuan
teknologi di bidang persenjataan digunakan untuk kepentingan manusia,
dapat dikendalikan dari akibat yang merusak hidup manusia. Para
petempur menggunakan senjata apa saja dan tindakan apa saja untuk
mengalahkan lawan seperti bom, granat, senjata kimia, biologis dan nuklir
yang sangat dikahwatirkan yang bilamana digunakan secara sembarangan.
Hal itu bukan hanya tidak melindungi orang-orang yang terlibat dalam
konflik tetapi juga terhadap orang-orang sipil.*®
Sesungguhnya orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata
jikajatuh ke tangan musuh harus dijadikan sebagai tawanan perang, maka
pihak penawan harus menjalankan kewajibannya untuk memperlakukan
tawanan perang secara manusiawi, menempatkan tawanan perang pada
tempat yang aman dan mereka tidak boleh ditahan dalam tutupan, menjaga
kesejahteraan tawanan perang, memberikan makanan dan minuman yang
sesuai kebiasaan mereka, merawat atau memberikan pelayanan kesehatan
bila mereka luka dan sakit.*®
Faktanya, perlindungan bagi orang-orang yang dilindungi masih
belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949,

bahwa banyak orang-orang yang harus dilindungi, baik anggota angkatan

* Adawani, Op.Cit. him. 63
*® Haryomataram, Op.Cit him. 3
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bersenjata, barisan sukarela, gerakan perlawanan yang terorganisir, orang-
orang Yyang menyertai angkatan bersenjata, wartawan perang tidak
terlindungi bahkan banyak juga yang tidak terjamin keselamatannya. Pada
sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa pada negara-negara yang terlibat
konflik, untuk penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan juga
masih sangat lemah dalam arti banyak pelaku kejahatan lepas dari jeratan
hukum. Karenanya para petempur itu tidak segan-segan melakukan
kekerasan, sehingga banyak orang menjadi korban. Hal tersebut dapat
merupakan sebagai akibat tidak sungguhsungguh dalam menerapkan
hukum humaniter oleh pemerintah dewasa ini.

. Perlindungan terhadap Orang-Orang Sipil atau Orang yang Tidak bersalah
dalam konflik bersenjata

Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat
terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap
orang- orang sipil/penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak
yang lemah dan menderita, sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan
dengan berbagai tuduhan yang dibuatbuat. Hukum humaniter juga telah
mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Pasal 27 Konvensi
IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den
Haag. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak diterapkan
secara sungguh- sungguh.

Kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total,
mengakibatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum perang
tradisional secara negatif, dengan menempatkan di luar perang jelas tidak

memadai lagi dewasa ini. Penduduk sipil membutuhkan perlindungan
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yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka, yang
hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak
yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan
pihak- pihak yang terlibat langsung dalam konflik yaitu kombatan dari
pihak yang bertikai.

Disamping itu orang sipil/penduduk sipil harus bersikap netral atau
tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataannya
dijumpai orang sipil yang dilibatkannya. Untuk itu perlu dipikirkan lebih
lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kombatan berhak secara aktif
turut dalam permusuhan dan jika jatuh ke tangan musuh, ia berhak
diperlakukan sebagai tawanan perang. Di samping itu orang sipil tidak
boleh secara aktif turut dalam permu-suhan dan karena itu berhak
mendapat perlindungan Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi
Jenewa 1949 menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi
adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat
tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak
dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.
Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk
itu diperlukan perlindungan.

Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip
kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan
bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan
atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang
terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan

yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh
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kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang
seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi
kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut. Sebenarnya, semua
konflikyang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan
mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan
masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya.*’

Ketentuan Pasal 3 common article sebagai ketentuan minimal,
telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi
bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang
terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi hukum humaniter, apalagi
terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus
dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling
banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil bahkan sekitar ribuan
sipil tewas.

Pemberlakuan  hukum  humaniter mewajibkan  kombatan
membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap
kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut
karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana
diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil
yang tidak boleh di jadikan sasaran kekerasan.

Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan
tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang
mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan

sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang

7 Ibid, him. 22
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yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari. Hal sedemikian
sangat diperlukan supaya korban terhadap orang-orang yang dilindungi,
baik terhadap anggota kombatan yang luka dan sakit maupun terhadap
orang-orang sipil dapat diminimalkan bahkan dapat dicegah. Namun
dalam kenyataannya para pihak atau kombatan yang terlibat dalam konflik
bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan
pembunuhan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik tersebut.

B. Kajian Yuridis Perlindungan Penduduk Sipil Di Daaerah Konflik
Bersenjata Di Rusia-Ukraina Di Tinjau Dari Konvensi Jenewa IV
Dalam Pasal 27 Bagian |1l kedudukan dan perlakuan dari orang-orang
yang dilindungi menyebutkan bahwa:

“Protected persons are, in all circumstances, entitled to respect for their
person, respect for family rights, religious beliefs and practices, and their
customs and habits. They must always be treated with humanity, and must be
specially protected against all acts of violence or threats of violence and
humiliation and must not become objects of public viewing.
Women must be particularly protected against any attack on their dignity, in
particular against rape, forced prostitution, or any form of assault that
violates decency.
Without prejudice to conditions relating to their state of health, age and sex,
all protected persons shall be treated in the same way by the Party to the
conflict in whose power they are, without any adverse distinctions based
primarily on race, religion or opinion. political.
However, the Parties to the dispute may take such measures of surveillance
and security in respect of protected persons as may be necessary as a result of
war.”

Yang terjemahannya:

“Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan
penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan,
keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan
mereka. Mereka selalu harus diperlukan denga perikemanusiaan,
dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan
atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta
tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas
kehirmatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang
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dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar
kesusilaan.

Tanpa mengurangi ketentua-ketentuan yang bertalian degan
keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua
orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama
oleh Pihak dalam pertikaian dalam kekuasaan mana mereka berada,
tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan terutama pada ras,
agama atau pendapat politik.
Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil
tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan
orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat
perang.

Invasi Rusia ke Ukraina dimulai 7 bulan lalu pada Kamis, 2 Februari
2022. Pada hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan untuk
pertama kalinya serangan terhadap Ukraina. Serangan pertama dimulai di
beberapa kota di Ukraina, termasuk Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol.
Dan, sejauh ini ketegangan itu belum berakhir. Perang antara Rusia dan
Ukraina tidak akan terjadi jika tidak ada yang melatar belakanginya. Kita tahu
bahwa Ukraina dan Rusia adalah bagian dari satu federasi yang disebut Uni
Soviet. Dimana Uni Soviet merupakan negara komunis sebelum tahun 1990.

Setelah Perang Dunia Il diketahui bahwa Uni Soviet mengalahkan
Jerman ketika negara-negara Eropa Timur mengikuti kiblat Uni Soviet, yakni
bergabung dengan negara komunis. Namun, pada tahun 1991, Uni Soviet dan
Pakta Warsawa bubar, dan Ukraina juga menggunakan kondisi tersebut dalam
referendum untuk mendapatkan kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Rusia

Boris Yeltsin yang memimpin Uni Soviet ketika itu menyetujui tawaran

Ukraina untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Dilanjutkan dibentuknya CIS
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(Commonwealth of Independent States) bentukan Rusia, Ukraina, dan
Belarusia.*®

CIS ini tidak berlangsung lama, perpecahan terjadi setelah Ukraina
menganggap bahwa CIS adalah semacam alat Rusia untuk melakukan kontrol
penuh atas Kekaisaran Rusia dan negara-negara bawahan Soviet. Sebuah
revolusi pun lahir, dimana memicu keinginan Ukraina untuk bergabung
dengan Uni Eropa (UE) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Tentu tindakan Ukraina ini membuat marah Presiden Rusia saat ini,
Vladimir Putin, ditambah ketika pangkalan unit tempur NATO seukuran
batalyon multinasional ditambahkan ke Latvia, Estonia, Lituania, dan
Polandia. Rusia jelas ingin menarik pasukan NATO. Rusia juga menginginkan
jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi negara NATO, tetapi
negara barat tidak dapat menjamin itu, sehingga mendorong Presiden Putin
untuk melancarkan serangan ke Ukraina.

Saat perang antara Rusia dan Ukraina berlanjut, situasi kemanusiaan
anak-anak Ukraina khususnya memburuk. Sekitar dua pertiga dari populasi
anak-anak Ukraina saat ini mencari pengungsian di Ukraina ataupun negara
tetangganya. Anak-anak terbunuh, terluka, dan sangat trauma dengan
kekerasan destruktif di sekitar mereka.

Dengan perang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, keluarga
korban Ukraina sangat membutuhkan keselamatan dan perlindungan. Rumah,
sekolah, persediaan air, dan rumah sakit rusak dan hancur. Anak-anak terpisah

dari keluarga mereka dan ratusan ribu orang kehilangan air bersih, makanan

8 Aldila Purba, 2022, Unicef Garda Terdepan Untuk Korban Konflik Wilayah Perang
Ukraina, https://investor.id/opinion/315293/unicef-garda-terdepan-untuk-korban-konflik-wilayah-
perang-ukraina, diakses pada Kamis 29 Desember 2022. Pukul 21.33 WIB
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dan listrik. Bersama dengan mitranya, UNICEF (United Nations International
Children’s Emergency Fund) berada di garis terdepan dalam pelaksanaan
bantuan kemanusiaan di Ukraina, memberikan bantuan mendesak kepada
anak-anak dan keluarga Ukraina.

UNICEF dan mitra di Ukraina beserta negara-negara tetangga, bekerja
untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak dan keluarga,
diantaranya yakni pertama, memberikan bantuan berupa makanan pokok dan
air bersih. UNICEF memberikan bantuan kepada keluarga korban yang
membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas air bersih dan makanan dengan
gizi seimbang. Kedua, kontribusi dalam layanan kesehatan serta perlindungan
anak. UNICEF memastikan bahwa layanan kesehatan dan perlindungan anak
tersedia bagi keluarga korban di Ukraina yang membutuhkan. Pasokan yang
penting yang diperlukan disediakan oleh UNICEF dalam memenubhi
kebutuhan mendesak keluarga yang terpaksa mengungsi melintasi Ukraina.
Ketiga, blue dot safe spaces dihadirkan untuk pengungsi Ukraina. UNICEF
bekerja sama dengan mitra dan UNHCR untuk menilai situasi para pengungsi
di negara-negara tetangga. Tujuannya agar keluarga yang harus meninggalkan
Ukraina dapat terurus dengan baik. Blue dot juga membangun fasilitas
keamanan di Moldova, Rumania, Belarusia, Slovakia, Polandia, Hungaria, dan
Republik Ceko. Dimana Setiap bue point dapat memiliki 3.000 hingga 5.000
orang setiap hari. Titik-titik biru inilah yang memberikan informasi penting
bagi keluarga pengungsi yang terpisah dengan anggota keluarganya.*®

Berdasarkan uraian penulis, dapat disimpulkan bahwa serangan Rusia

ke Ukraina saat ini dimulai dengan tindakan Ukraina yang pro dengan negara

9 Ibid
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barat. Dilanjutkan dengan permintaan Presiden Putin agar NATO tidak
menerima Ukraina sebagai bagian dari anggota negara NATO tidaklah
mendapat jaminan. Sehingga membuat Presiden Rusia Vladimir Putin pun
menyerukan perang kepada negara Ukraina. Dengan agresi militer Rusia yang
memadai, dengan jumlah tentara dan alutsista tak terhitung tentu sangat
mempengaruhi masyarakat dan wilayah Ukraina itu sendiri, terkhusus
keluarga dan anak-anak yang bukanlah aktor dalam permasalahan ini pun ikut
terkena imbasnya.

Jumlah korban yang semakin harinya bertambah tentunya menjadikan
perhatian dunia, termasuk Unicef. Unicef mengerahkan bantuan dengan
memberikan air bersih, makanan bergizi, layanan kesehatan dan perlindungan
anak, serta bekerja sama dengan organisasi lain seperti UNHCR dalam
membuat blue dot safe spaces sebagai bantuan untuk pengungsi Ukraina di
negara Ukraina maupun negara penampung pengungsi.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata
sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat
maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan
asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak
bersenjata, sebagai orang yang berarada di luar perang. Mereka membutuhkan
perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan
yang langsung.

Sebelum lahirnya Konvensi jenewa 1949, bentuk perlindungan
terhadap penduduk sipil di negara konflik memang sudah disinggung dalam
Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur

perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah
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dikatakan bahwa bentuk pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam
Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru. Adapun bentuk
pegaturan perlindungan warga sipil di negara konflik diatur dan dijelaskan
secara khusus dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:>
1. Konvensi Jenewa IV 1949

Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi
Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi.
Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap penduduk
sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam mengatur
perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan
umum dan perlindungan khusus.
Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan
terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.
Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam
pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan
pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap
mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 27 — 34, yaitu berupa tindakan- tindakan:
a) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh
keterangan
b) Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan
penderitaan jasmani

c) Melakukan tindakan intimidasi, teror dan penjarahan

 Levina Yustitianingtyas, 2016, “Perfindungan Orang Sipil Dalam Hukum
Humaniter Internasional”. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 1. HIm. 72-75
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d) Melakukan tindakan pembalasan

e) Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan
agamanya.

f) Melakukan penghukuman secara Kkolektif, penyanderaan dan
penghinaan

g) Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh

h) Mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup

i) Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil dalam kaitannya
dengan perlindungan terhadap penduduk sipil.

Dalam perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Negara Rusia
melakukan penyerangan di wilayah militer dan wilayah strategis pertahanan
milik Negara Ukraina dan Rusia tidak menyerang ataupun melakukan
penyerangan terhadap penduduk sipil Ukraina. Karena dalam setiap
penyerangan yang akan dilakukan Rusia kepada Ukraina, Rusia selalu
memberitahukan kepada penduduk Ukraina untuk meninggalkan wilayah yang
akan terjadi perang, dengan menunjukan wilayah evakuasi untuk penduduk
Ukraina.

Seperti yang diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan
Rusia Igor Konashenkov dalam pidatonya yang disiarkan telivisi yaitu:**

“Semua warga sipil di kota dapat dengan bebas meninggalkan ibu kota

Ukraina di sepanjang jalan raya Kiev-Vasylkiv. Jalur ini terbuka dan

aman”

51 https://www.kompas.com/global/read/2022/02/28/184500070/rusia-akan-serang-
permukiman-kiev-minta-warga-sipil-ukraina-segera-pergi
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Dari kutipan ucapan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia lgor
Konashenkov dalam pidatonya penulis melihat bahwa Rusia hanya berfokus
menyerang tempat strategis negara Ukraina tanpa melibatkan penduduk sipil.

Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan
operasi militer negaranya terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 setelah
Rusia memutuskan mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat
Luhansk pada 21 Februari 2022 dan penandatanganan perjanjian kerja sama
timbal balik antara Rusia dan dua wilayah yang memisahkan diri yang hal
tersebut sesuai dengan Pasal 51 bagian 7 Piagam PBB. Pihak Ukraina
mengklaim bahwa Rusia menginvasi negaranya dengan pasukan militer dan
membantu pasukan separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk atau yang
dikenal Donbass hal ini ini dinilai sebagai kejahatan yang mengganggu
integritas negara

Kondisi yang seperti itu membuat wilayah yang tidak aman untuk
ditinggali oleh warga negara asli dan warga negara asing yang berdomisili di
Ukraina sehingga penduduk sipil khususnya di Ukraina tidak terjamin dan
terabaikan keselamatannya. Padahal dalam Pasal 51 Ayat (4) huruf a, b, dan ¢
Protokol perlindungan korban-korban pertikaian bersenjata Internasional,
yang berbunyi: serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang.
Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah:**

(1) Serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer;

52 Muhammad Rizal, 2022, Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata
Rusia Dan Ukraina Perspektif Hukum Humaniter Internasional, https://sibermu.ac.id/lintas-
sibermu-3-perlindungan-penduduk-sipil-dalam-konflik-bersenjata-rusia-dan-ukraina-perspektif-
hukum-humaniter-internasional/ diakses pada Senin 1 Januari 2023, Pukul 14.20 WIB
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(2) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur
yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer;

(3) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur
yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh protocol
ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu
pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran
sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi

Jenewa IV Menurut Konvensi IV ini, perlindungan tersebut meliputi

perlindungan umum (general protection), diatur dalam Bagian Il. Sedangkan

berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian

IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur

mengenai perlindungan umum (general protection against the effect of

hostilities): bantuan terhadap penduduk sipil (relief in favour of the civilian
population), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu

kekuasaan pihak yang bersengketa (treatment of persons in the power of a

party to a conflict), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para

pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless), anak-
anak, wanita dan wartawan.
Di Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang “Perlindungan Orang-

Orang Sipil Diwaktu dalam Pasal 2 berbunyi:

“Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan
dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa
perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang

mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun

UNIVERSITAS BUNG HATTA



56
keadaan perang tidak diakui oleh salah satu diantara mereka. Konvensi ini
juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau
seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut
tidak menemui perlawanan bersenjata.”
Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan
kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam
segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak
kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak
boleh dilakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27-34:>
(@) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh
keterangan:

(b) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;

(c) Menjatuhkan hukuman kolektif;

(d) Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;

(e) Melakukan pembalasan (reprisal); dan

(f) Menjadikan mereka sebagai sandera.

(9) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau
permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk
melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sehingga Konvensi ini
juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan
daerah-daerah keselamatan (safety zones) dengan persetujuan bersama antara
pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi 1V). Pembentukan

kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada

>3 Haryomataram, Op.Cit, him. 21
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orang-orang Sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka
dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki
anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :>*

1. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah
yang diperintah oleh negara yang mengadakannya,

2. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan
dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.

3. Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan
segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan
administrasi yang besar.

4. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah
yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan
peperangan.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi,
perlakuan khusus harus diberikan terhadap anak-anak. Para pihak yang
bersangkutan diharuskan untuk memelihara anak-anak yang sudah yatim piatu
atau terpisah dengan orang tua mereka. Perlakuan khusus terhadap anak-anak
yang diatur dalam Konvensi Jenewa ini kemudian dilengkapi pula dengan
ketentuan baru sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Protokol 1. Menurut
Protokol I, anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan
sesuai dengan usia mereka: mereka tidak boleh didaftarkan menjadi anggota

angkatan perang sebelum berusia 15 tahun: dan jika sebelum usia tersebut

* Satino Iman Teguh, 2019, Humanitarian Intervention menurut hukum internasional
dan implikasinya dalam konflik bersenjata, Pranata Hukum Vol.2, No 1, Februari 2019. HIm. 66
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mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap,
mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka dan
terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi
hukuman mati.
Situasi di Ukraina saat ini memperlihatkan bahwa keamanan yang
buruk dari penduduk sipil yang tinggal di pemukiman yang bukan merupakan
basis militer baik dari militer Ukraina maupun dari Rusia yang seharusnya
dilindungi atau dievakuasi dari tempat lokasi medan tempur, sehingga
banyaknya korban meninggal dan terluka dari serangan senjata berat tersebut
seperti roket, bom artileri, mortir, tank dan lain-lain bisa dihindari.
Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan
kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang
luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang
memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah
keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:>
a. Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah
yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya.

b. Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan
dengan dengan kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.

c. Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan
segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan

administrasi yang besar.

® Kompas.id, 2022, Hari ke-33 (terakhir) Liputan Perang Ukraina-Rusia,

https://www.kompas.id/baca/post_live topic/perang-ukraina-rusia/ diakses pada Jumat 30

Desember 2022, Pukul 12. 03 WIB
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d. Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah
yang menurut perkiraan, dapat dijadikan area untuk melakukan
peperangan.
Ada beberapa negara yang menampung pengusi dari Ukraina dari
bulan februari hingga bulan maret, adapun banyak pengungsi yaitu:
Tabel 3.1

Pengungsi Penduduk Ukraina

No Negara Jumlah/Orang
1 Polandia 547.982

2 Hungaria 133.009

3 Republik Moldova 97.827

4 Negara Eropa Lain 88.147

5 Slovakia 79.059

6 Romania 51.261

7 Rusia 47.800

8 Belarusia 374

Sumber data: Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United
Nations Hogh Commissioner for Refugees (UNHCR) 2022

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) United Nations
Hogh Commissioner for Refugees (UNHCR) sebagai organisasi internasional
yang mandat utamanya yaitu memberikan perlindungan serta memberikan
bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi
bekerja sama dengan beberapa mitra. Mencatat ada 1.046 juta warga Ukraina

yang meninggaljan Ukraina dan menjadi pengungsi untuk mencari
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keselamatan akibat invasi Rusia sejak 24 Februari 2022, mayoritas pengungsi
merupakan perempuan dan anak-anak.

Polandia merupakan negara yang paling banyak menampung
pengungsi asal Ukraina. Jumlahnya mencapai 547,9 ribu orang hingga 2 Maret
2022. Polandia sedang menyiapkan kereta medis untuk mengangkut penduduk
Ukraina yang terluka. Mereka juga Menyusun daftar 1.230 rumah sakit yang
bisa digunakan untuk merawat pengungsi. Negara tujuan pengungsi Ukraina
selanjutnya adalah Hungaria yang menampung 133 ribu orang. Diikuti
Republik Moldova sebanyak 97,8 ribu orang dan Slovakia sebanyak 79,06
ribu orang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir akan ada 5 juta penduduk
Ukraina yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk
hingga 3 juta orang di Polandia. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan
yang terjadi selama krisis migran 2015, ketika 1,3 juta pencari suaka Suriah,
Afghanistan, dan lainnya dari negara-negara yang dilanda konflik membanjiri

Eropa, terbesar dalam satu tahun sejak Perang Dunia I1.>®

°® Monavia Ayu Rizaty, 2022, Jutaan Penduduk Ukraina Mengungsi Imbas Invasi Rusia,
ke Mana Saja? https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/jutaan-penduduk-ukraina-
mengungsi-imbas-invasi-rusia-ke-mana-saja
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BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN

1. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan
kepada mereka yang menderitaatau yang menjadi korban perang, baik
mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun
yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil
Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa
IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam
Konvensi Jenewa |, Il, dan Il yang perlindungannya ditujukan kepada
kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan
perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang
tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949).
Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-
tindakan Pertama, memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk
memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan jasmani; ketiga,
menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan intimidasi,
terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap
penduduk sipil; dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan
sebagai sandera.

2. Dalam perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Negara Rusia
melakukan penyerangan di wilayah militer dan wilayah strategis
pertahanan milik Negara Ukraina dan Rusia tidak menyerang ataupun

melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil Ukraina. Karena dalam
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setiap penyerangan yang akan dilakukan Rusia kepada Ukraina, Rusia
selalu memberitahukan kepada penduduk Ukraina untuk meninggalkan
wilayah yang akan terjadi perang, dengan menunjukan wilayah evakuasi
untuk penduduk Ukraina.

B. SARAN

1. Dalam perlindungan penduduk sipil yang terjadi pada konflik bersenjata
Rusia dan Ukraina sebaiknya PBB untuk segera melakukan perdamaian
antara kedua belah pihak, karena berujung dengan penduduk sipil yang
merasa tidak nyaman tinggal di negaranya sendiri, khususnya di negara
Ukraina.

2. Dalam menyelesaikan konflik antar negara, setiap negara harusnya
terlebih dahulu mengupayakan solusi damai. Selain itu, penting bagi setiap
negara untuk dapat melihat suatu konflik secara obyektif dan tetap pada
koridor hukum internasional. Terkait dengan referendum Crimea, penulis
menyarankan agar semua pihak dapat melihat secara tajam dan kritis pada
akar permasalahannya sebelum mencoba menilai hasil yang terjadi sebagai
akibat dari pokok permasalahan itu sendiri. Di sisi lain, penulis juga ingin
menekankan bahwa memang suatu wilayah yang berpenduduk memiliki
hak untuk menentukan nasibnya sendiri, namun seharusnya hak tersebut
tidak digunakan untuk melampiaskan ketidakpuasan sementara akibat
beda pendapat antara dua wilayah. Setiap negara dituntut untuk dapat
melakukan tindakan antisipatif agar tidak ada perpecahan yang terjadi.
Salah satunya dengan aktif mendukung solusi damai agar konflik tidak
melebar. Tidak hanya itu, konsistensi dan pengakuan Hukum Internasional

bersama juga perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi adagium yang
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menyatakan bahwa yang berlaku adalah hukum rimba, dimana yang

memiliki kekuatan yang menentukan hukumnya.
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